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KELANGKAAN AIR
Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan 
memperparah kelangkaan air bersih.

KERUSAKAN EKOSISTEM LAHAN
Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan 
sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, 
keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.

KERUSAKAN EKOSISTEM LAUTAN
Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu 
karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati 
dan ekosistem laut.

PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN
Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan 
melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat 
menyebabkan kematian akibat serangan panas.

KELANGKAAN PANGAN
Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan 
kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

RISIKO DARI PERUBAHAN IKLIM

Perubahan Iklim dapat 

meningkatkan risiko bencana 

hidrometeorologi, yang saat ini 

mencapai

80%
Sumber: NDC, 2016

dari total bencana 

yang terjadi di Indonesia.

Potensi kerugian ekonomi 

Indonesia dapat mencapai

0,66% s.d. 3,45% PDB
pada tahun 2030

Indonesia merupakan negara yang 
sangat rentan terhadap perubahan iklim

Sumber: Roadmap NDC Adaptasi, 2020

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki >17.000

pulau dan rentan akan risiko 

perubahan iklim seperti kenaikan 

permukaan laut

Dari tahun 2010-2018, emisi GRK 

nasional mengalami tren kenaikan 

sekitar 4,3% per tahun.

Sumber Data: KLHK (2020), data diolah

Indonesia mengalami kenaikan 

permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, 

sementara sekitar 65% penduduk 

tinggal di wilayah pesisir

Dari tahun 1981-2018, Indonesia 

mengalami tren kenaikan suhu 

sekitar 0.03 °C per tahun

Sumber: Bappenas (2021)Sumber: BMKG (2020)

Indonesia Rentan Terhadap Dampak Perubahan Iklim



Komitmen Pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim telah dirumuskan 
dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE)

AGENDA PERUBAHAN IKLIM INDONESIA

Paris Agreement dan
Nationally Determined 
Contribution (NDC) 2030

Target:

29% dengan kemampuan sendiri

41% dengan dukungan 
internasional

MITIGASI

ADAPTASI

IPPUKEHUTANAN ENERGI DAN  
TRANSPORTASI

LIMBAH PERTANIAN

314

3.25

497

692 446

11

40

9

4

3

41%

29%

TARGET 
PENURUNAN 

EMISI 
INDONESIA

Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO2e)

Penguatan Kebijakan dan Implementasi, melalui instrumen:
Nilai 
Ekonomi 
Karbon

Pembiayaan 
Perubahan 
Iklim

Transfer dan 
Pengembangan 
Teknologi

Peningkatan 
Kapasitas

Perdagangan karbon

Pajak Karbon

Ketahanan Iklim

Ketahanan 
Ekonomi1

Ketahan Sosial dan 
Penghidupan2

Ketahanan 
Ekosistem dan 
Lanskap3

Long-Term Strategy for Low 
Carbon and Climate 
Resilience 2060

Skenario LCCP:

• Peak emission 5 sector in 2030 = 540 
Mton CO2e 

• Net-Sink FOLU in 2030
• Net Zero Emission in 2060 or sooner

Mandat dari:
• Paris Agreement Article. 4.19

• Dec.1/CP.21 Para 35

Menuju Net Zero 

Emission 2060

Disebutkan dalam:
• First NDC (2016)
• Updated NDC (2021)

3

Instrumen Lainnya



Komitmen Indonesia 
diturunkan ke dalam 
agenda tiap sektor. 
Komitmen tersebut memiliki 
konsekuensi pembiayaan 
yang tidak sedikit.
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Kebutuhan Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor

Sektor Second BUR
(Rp triliun)

Roadmap NDC Mitigasi 
(Rp triliun)

Kehutanan 77,82 93,28

Energi dan Transportasi 3.307,20 3.500,00

IPPU 40,77 0,92

Limbah 30,34 181,40

Pertanian 5,18 4,04

Total 3.461,31 3.779,63
Sumber: Second Biennial Update Report (2018) & Roadmap NDC Mitigasi (2020)

Estimasi Biaya Mitigasi Perubahan Iklim

Referensi Ruang Lingkup Estimasi Biaya/Dampak

Second Biennial 
Update Report, KLHK 
(2018)

Biaya mitigasi perubahan iklim 
untuk mencapai NDC

Biaya mitigasi akumulatif 
mencapai Rp3.461 triliun hingga 
tahun 2030

Roadmap NDC 
Mitigasi Indonesia, 
KLHK (2020)

Biaya mitigasi perubahan iklim 
untuk mencapai NDC 
(menggunakan pendekatan biaya 
aksi mitigasi)

Biaya mitigasi akumulatif dari
tahun 2020-2030 mencapai
Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun per 
tahun)

Diperlukan kebijakan untuk memastikan kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi

Terdapat
Kebutuhan
Pendanaan
Perubahan Iklim
untuk mencapai
target NDC 2030 
(29%)
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Target Unconditional NDC 

(menghindari emisi 2030 sebanyak 29% dari BAU)

Gap Pembiayaan Untuk
Penanganan Perubahan
Iklim

Catatan: (1) Dampak covid diasumsikan untuk terasa hingga 2023. (2) Kebutuhan investasi hijau di 

sini merujuk kepada besar investasi hijau aktual per ton emisi yang berhasil dihindari di masa lampau, 

& kepada rasio antara besar investasi di sektor mitigasi vs adaptasi di masa lampau. (3) tidak

memperhitungkan peran pemerintah daerah. (4) Perhitungan memasukkan biaya non-field works

Optimalisasi pemanfaatan anggaran

Mobilisasi sumber pendanaan perubahan

iklim non-APBN secara optimal, baik

domestik maupun internasional.

Respon

Kebijakan

Fiskal

Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan 

Berkelanjutan
• Memperkuat pembiayaan infrastruktur hijau serta pendalaman pasar 

keuangan syariah melalui Green Bond/Sukuk Framework dan SDGs 

Government Securities Framework

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

• TKDD pun mendukung dan mendorong peningkatan peran daerah dalam

upaya penanganan perubahan iklim di daerah:

a. DAK Fisik (bidang pangan, air, kesehatan, lingkungan hidup dan 

kehutanan)

b. DAK Non-Fisik (pengelolaan sampah)

c. Dana Insentif Daerah (insentif dari kinerja pengelolaan sampah)

d. Dana Desa (pemanfaatan energi alternatif yang rendah emisi)

e. Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (bantuan keuangan untuk perbaikan

lingkungan hidup)

Fasilitas Perpajakan dan Cukai

• untuk menstimulus peran swasta, misalnya melalui usaha

pengembangan EBT dan kendaraan listrik

Anggaran K/L untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim

• CBT dalam sistem perencanaan dan penganggaran

CCFF
Climate Change 

Fiscal Framework

PISP
Dana Pembiayaan
Infrastruktur Sektor

Panas Bumi
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RPJMD Hijau dan 
berketahanan bencana

APBD Hijau dan Berketahanan
Bencana

1. Climate budget tagging;
2. TAPE/TAKE;
3. Pembayaran Jasling (PES);
4. TAPE DBH-DR
5. TAPE-PES

Ekstensifikasi sumber
pendanaan APBD

1. Green Climate Fund;
2. BPDLH;
3. PT SMI (SDG One);
4. Forum CSR

Perencanaan
penganggaran

Implementasi

Ekspansi

Created by: JTH, 2021

sumber indikator EFT

IKLH

pemilihan indikator EFT
Luas Tutupan Hutan

Kualitas Udara

Kualitas Air

Pemanfaatan

indikator EFT

Project mitigasi
Project adaptasi

komunikasi

publik
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Desentralisasi fiskalEcologycal Problems
Ecological 

Fiscal Transfer

Teori desentralisasi

- Fiskal → ( revenue vs 
spending)
-Administrasi

Teori
asimetrik
desentralisasi

- De facto
- De jure

Teori
kesejahteraan

Seluruh kewenangan diserahkan ke daerah
kecuali 5 kewenangan terkait fiscal, moneter, politik LN,

hankam dan peradilan

Indonesia menjalankan praktek desentralisasi
dari sisi spending karena sisi revenue masih ada

Transfer ke daerah dan dana desa

Perbedaan berdasar area size, economic potential,
kultur dan budaya ex: DIY, Aceh, Papua, Papua Barat

constitutional product that is consciously 
designed to achieve certain goals ex:

performance based allocation

Prosperity in today's global concept is a condition where a person 
can meet basic needs, 

be it the need for food, clothing, shelter, clean drinking water 
and the opportunity to continue education and have adequate work that can 

support his quality of life so that he has a better status



15

PP 46/2017
Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup

PP 46/2017
Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup

PP 46/2017
Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup
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EFT GLOBAL MAP

ETS & Carbon Tax
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PROVINSI

KAB/KOTA

DESA

TAPE

TAKE

DID
DAUTANE

REFORMASI PENGANGGARAN 
EKOLOGIS DARI PINGGIRAN

KELURAHAN
/ ALAKe

Bankeu
APBD

Bankeu/ADD 
APBD

TADE

Bankeu
APBDesa

ECONOMY

SOCIETY

ENVIRONMENT









Hasil Implementasi TAPE

1. Alokasi TAPE

2. Alokasi DID

3. Melaksanakan TAKE



• Memanfaatakn
dana APBD

• Bankeu
Provinsi/Kab

• ADD Kab

Tape/Take 
Eksisting

• In cash top up 
(blended)

• In kind top up 
(blended)

• Mix model

Sumber
pendanaan

private 
(CSR)

• Tape/take 
makin
memperluas
sumber insentif

• CSR swasta
makin
mengarah ke riil
insentif

New Model 
Tape/Take

POTENSI PENGEMBANGAN TAKE KAB MAROS 
KE DEPAN MEMANFAATKAN SUMBER DANA NON APBD



✓ Perush melakukan MoU dengan Pemda dan 
Masyarakat berbasis insentif kinerja;

✓ Lebih pas skema Take dimanfaatkan
masyarakat/desa dibandingkan Tape;

✓ Menggunakan hasil formula skema Take yang 
sudah dihasilkan pemda sbg dasar alokasi
insentif;

✓ Boleh in-cash namun lebih baik in-kind (brg
atau program);

✓ Menyusun roadp map penerapan sekaligus
monev perubahan perilaku; 

✓ Menginduk ( top-up) skema Take yang sudah
berjalan;

✓ Insentif ( in-cash atau in-kind) sebagai
tambahan insentif Take;

✓ Lebih direkomendasikan insentif berupa in-
kind baik barang atau program;

✓ Menyusun road map penerapan sekaligus
monev perubahan perilaku; 

✓ Sinergi dengan forum CSR;



PETA JALAN TAKE KAB MAROS 
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• Mendorong Internalisasi

biaya eksternalitas

• Mendorong investasi hijau

• Mengatasi celah pembiayaan

Perubahan Iklim

• Peluang penerimaan negara

• Mendorong Pertumbuhan

berkelanjutan

Pemerintah memiliki agenda 

pembangunan berkelanjutan

dan komitmen penanganan

perubahan iklim sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2020-

2024. NEK penting karena: 

• Didefinisikan sebagai Pemberian harga (valuasi) atas emisi GRK/karbon

• Diartikan juga sebagai Nilai Ekonomi Karbon/NEK

• Menjadi intervensi kebijakan untuk “market failure” dengan memanfaatkan kekuatan pasar

• Praktek dari “polluters-pay-principle”
• Dapat menjadi sumber pembiayaan NDC dan pembiayaan berkelanjutan bagi Pemerintah.

Penerbitan Perpres NEK dan 

dimasukkannya carbon tax dalam UU HPP

merupakan upaya Pemerintah untuk

menyediakan landasan pelaksanaan

kebijakan yang lebih kuat, dan agar 

implementasi carbon pricing lebih terarah

dalam mencapai target pengendalian

perubahan iklim.

CARBON PRICING ATAU NILAI EKONOMI KARBON
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01.
Instrumen perdagangan, terdiri atas 2 jenis

02.
Instrumen Non perdagangan, terdiri atas 2 jenis

a. Perdagangan Ijin Emisi (Emission Trading System/ ETS): entitas yang 

mengemisi lebih banyak membeli ijin emisi dari yang mengemisi lebih sedikit

b. Offset Emisi (Crediting Mechanism): entitas yang melakukan aktifitas

penurunan emisi dapt menjual kredit karbon nya kepada entitas yang 

memerlukan kredit karbon

a. Pajak/ Pungutan atas Karbon (carbon tax) dikenakan atas kandungan

karbon atau aktivitas mengemisi karbon

b. Result Based Payment (RBP): pembayaran diberikan atas hasil penurunan

emisi

Perdagangan Karbon

Non Perdagangan

Tidak ada perpindahan

hak atas karbon

Pajak Karbon
Kandungan Karbon

Aktivitas

Mengemisi GRKResult-Based Payment

Perdagangan Izin Emisi

Offset Emisi

JENIS-JENIS INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON



TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NEK 
SECARA UMUM

28

Sumber: KLHK, 2021

Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan NEK
Pasal 47

1. Perdagangan Karbon

Pasal 48

2. Pembiayaan Berbasis Kinerja

Pasal 55

3. Pungutan atas Karbon

Pasal 58

4. Mekanisme lainnya sesuai

perkembangan iptek yang 

ditetapkan oleh Menteri
Pasal 47

Pengelolaan

dana dapat

dilakukan

melalui

Lembaga 

yang 

mengelola

dana 

lingkungan

hidup atau

Lembaga 

yang ditunjuk

Pasal 59

a. Perdagangan Emisi

Pasal 50

b. Offset Emisi

Pasal 52

dalam dan/atau

dengan luar

negeri

mekanisme pasar karbon

melalui bursa karbon

(bertempat di Jakarta)

Perdagangan langsung

Tata cara dan 

mekanisme

perdagangan

emisi

Batas atas

emisi GRK

Baseline dan 

Target

hasil capaian

pengurangan

emisi

Sertifikasi

pengurangan

emisi nasional

Penrima

manfaat

Mekanisme

pembagian

manfaat

Lingkup RBP: 

Intenasional, 

Nasional, Provinsi

Penyelenggaraan NEK 

dilaksanakan oleh:

a. Kementerian/Lembaga

b. Pemerintah Daerah

c. Pelaku Usaha

d. Masyarakat
Pasal 46

Menteri dapat melakukan

penyesuaian pengelolaan

dana dan pembagian

manfaat

dapat

dilakukan

lintas

sektor
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Kementerian

/Lembaga

Pelaku Usaha

Masyarakat

Pemerintah
Daerah

PENYELENGGARA 
NEK
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Upaya Pencapaian Target NDC melalui Mitigasi Perubahan Iklim
Dilakukan dalam Sektor dan Subsektor (Pasal 7 dan 8 Perpres 98/2021 tentang NEK)

Upaya Pencapaian Target NDC

Sektor Sub Sektor

1. energi;
2. limbah;
3. proses industri dan penggunaan produk;
4. pertanian; 
5. kehutanan; dan/atau
6. sektor lain sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

1. Sub Sektor Kelompok Energi
• pembangkit;
• transportasi;
• bangunan;

2. Sub sektor Kelompok Limbah
• limbah padat;
• limbah cair;
• sampah;

3. Sub sektor Kelompok IPPU
• industri;

4. Sub sektor Kelompok Pertanian
• persawahan;
• peternakan;
• perkebunan;

5. Sub sektor Kelompok Kehutanan
• kehutanan; 
• Pengelolaan gambut dan mangrove; dan/atau

6. sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Note : 
Sektor lainnya dan Sub
Sektor lainnya ditetapkan
oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan
menteri terkait
(Sektor Kelautan – Blue 
Carbon)



MEKANISME PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA KE DEPAN

Ditujukan untuk peningkatan
ambisi NDC.

Contoh: 
Blue carbon sea grass blm masuk

NDC (tidak ada sektornya, sub 
sektor maupun aksi mitigasinya);
Carbon Capture, Utilization (CCU)  
dan Carbon Capture, Utilization, 
and Storage (CCUS) dari PLTU 
belum masuk dalam aktivitas

mitigasi di sektor energi.

Sektor, sub-sektor dan 
aktivitas mitigasi ada dlm

scenario CM1*;

Menjadi dasar penyusunan
baseline sektor, sub sektor

maupun aktivitas
mitigasinya;

Sektor, sub-sektor maupun
aktivitas mitigasi sudah

masuk dalam NDC namun
kinerja telah melampaui

target NDC.

Target pencapaian NDC 
pada tahun kalender telah
tercapai dan target sektor
yang telah surplus boleh
melakukan perdagangan

karbon.

*CM1= Counter Measure 1 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi-unconditional)

1

INVENTARISASI IN SCOPE DAN OUT SCOPE NDC

2 3 Voluntary 
Carbon 
Market



INDONESIA PRE-SURAT EDARAN WAS THE LARGEST SUPPLIER OF VOLUNTARY CARBON 

OFFSETS INTO THE VOLUNTARY CARBON MARKET

Ecosystem Marketplace

Voluntary Carbon Offsets:  Market Size by Project Location, 2019

Sumber: WB, 2021



HIGH PRICE POINTS PROVE DEMAND FOR PERCEIVED HIGH-QUALITY PROJECTS

Sumber: WB, 2021

Voluntary 
Market 
Forestry and 
Land-use 
Project Types 
By Volume, 
Price, And 
Value, 2019



Gold Standard 
NBS Projects 
Already At/Above 
$30/Tonne

Sumber: WB, 2021



Traditional Carbon Project Ecotourism Value
Risk 

Reduction
Price 

Increase

Conservation Impact By-Product, Not Focus
Direct And 

Measurable Impact

Sustainable Economics
Many “Layers” In Revenue 

Share Model
Direct Employment 

Compensation

High Cost Of Protection Minimal Spend Greater Ability + Incentive

Community Co-Benefits
Generally Limited To 

Opaque Cash Transfers
Training, Employment And 

Multiplier Effects

Rehabilitation Limited Skills/Resources
Core Focus To Enhance 

Guest Experience

Marketing
Responsibility Solely Of 

Project Developer
“Always On” Co-Marketing

The Pairing Of Carbon + Ecotourism Increases Credit Pricing And Reduces Credit Risk

Sumber: WB, 2021
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Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)

Badan Kebijakan Fiskal

Kementerian Keuangan


